
 

 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  06                                                                                                                    TAHUN  2011  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  06 TAHUN  2011  
TENTANG 

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN KEBAKARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28                

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu jenis Retribusi 

jasa umum adalah Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu 

pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau 

dipergunakan oleh masyarakat; 

  b. bahwa untuk menghindari kerugian material dan immaterial dari bahaya 

kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum 

harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa; 

  c. bahwa alat-alat pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam                

huruf b, harus senantiasa dalam keadaan siaga untuk digunakan dan 

berfungsi saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian secara berkala; 

  d. bahwa dalam rangka memberikan  pelayanan  pemeriksaan alat pemadam 

kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, berdasarkan                     

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;  

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam                

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Daerah 

tentang  Retribusi Pemeriksaan  Alat  Pemadam  Kebakaran; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja                          

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29181); 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34690); 
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  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  7. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4844 ); 

  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 
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  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4532); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4737); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  20. Keputusan Meneg PU Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis 

Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan; 

  21. Keputusan Menteri Negra Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang 

Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; 

  22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman 

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

  23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 

  24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 
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  25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Tim Ahli Bangunan Gedung; 

  26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman 

pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 

  27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman 

Teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran; 

  28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang 

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan; 

  29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  27 Tahun 2000 Tentang  

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2000 Nomor 27 Seri C); 

  30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006  tentang Bangunan           

dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok                     

Tahun 2006 Nomor 03); 

  31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah           

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 07); 

  32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok               

Tahun 2010 Nomor 06); 

  33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 

Nomor 11 ); 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
  dan 

  WALIKOTA DEPOK 
  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT 
PEMADAM KEBAKARAN. 

  BAB I 
  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

http://www.bphn.go.id/
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  2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kota Depok. 

  5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  6. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk 

memegang Kas Daerah. 

  7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

  8. Peralatan untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran adalah alat/ 

benda yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pemadaman 

kebakaran yang meliputi sistem deteksi & alarm kebakaran, alat pemadam 

api ringan (APAR), sistem pemadam api basis air seperti hidran dan 

sprinkler. 

  9. Alat pemadam api ringan (APAR) adalah alat pemadam yang mudah dijinjing, 

digunakan secara manual, pada saat kebakaran masih pada tahap awal, 

yang terbuat dari bahan kimia seperti karbon dioksida, bubuk kimia kering 

(dry chemical), dan busa (foam). 

  10. Hidran adalah alat pemadam dengan media air, digunakan secara manual, 

yang dilengkapi dengan slang gulung dan mulut pancar (nozzle) untuk 

mengalirkan air bertekanan dalam rangka pemadaman kebakaran. 

  11. Sprinkler adalah alat pemadam media air untuk pemadaman kebakaran yang 

beroperasi secara otomatis dengan kepala sprinkler terdiri atas tabung isi air, 

mulut pancar yang pada ujungnya terdapat deflector sehingga dihasilkan 

pancaran air bertekanan merata ke semua arah. 

  12. Bangunan adalah setiap susunan / struktur sesuatu yang berdiri di atas tanah 

atau bertumpu pada batu batuan landasan dengan susunan dimaksud 

berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian. 

  13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

  14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 
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